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Aktivitas muamalah sehari-hari mencakup berbagai produk, dan bagi umat
Muslim, memastikan kehalalan produk adalah kewajiban. Indonesia, dengan
populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi besar dalam pasar halal, namun
tantangan regulasi dan rendahnya kesadaran pelaku usaha menjadi hambatan.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan
pembentukan BPJPH adalah langkah penting untuk memberikan jaminan halal di
Indonesia. Mekanisme self-declare sertifikasi halal menawarkan solusi terjangkau
bagi UMK di Samarinda, mempermudah akses sertifikasi tanpa beban biaya,
sehingga meningkatkan daya saing produk.

Sertifikasi halal reguler dan self-declare memiliki perbedaan yakni,
sertifikasi halal reguler memerlukan tahapan lebih panjang, audit oleh LPH, dan
sidang fatwa oleh Komisi Fatwa MUI, yang memakan biaya dan waktu lebih
banyak. Sebaliknya, sertifikasi halal self~-declare dirancang untuk UMK dengan
proses yang lebih singkat dan tanpa biaya. Dalam self-declare, pelaku usaha dibantu
Pendamping untuk mengajukan pernyataan halal, dan Komite Fatwa Produk Halal
menetapkan kehalalan, sehingga prosesnya lebih cepat dan terjangkau.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif deduktif dan empiris
induktif untuk menganalisis penerapan jalur self-declare sertifikat halal di
Samarinda. Pendekatan normatif deduktif berfokus pada kajian terhadap regulasi
dan kebijakan yang mengatur sertifikasi halal melalui jalur self-declare, dengan
menelusuri dokumen resmi, literatur, serta peraturan pemerintah yang terkait.
Analisis in1 membantu memahami dasar hukum dan kebijakan yang menjadi
landasan pelaksanaan program self-declare di Samarinda. Sementara itu,
pendekatan empiris induktif melibatkan pengumpulan data lapangan melalui
wawancara, observasi, dan diskusi dengan pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK),
pemerintah, serta lembaga sertifikasi halal. Data lapangan ini memberikan
gambaran yang lebih nyata mengenai tantangan dan pengalaman yang dihadapi
oleh pelaku UMK dalam implementasi jalur self~declare. Dengan pendekatan ini,
penelitian bertujuan untuk menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif
tentang efektivitas dan dampak penerapan program jalur self-declare di Samarinda.
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Hasil temuan penelitian ini; (1) Penerapan jalur self-declare di Samarinda
menjadi solusi inovatif bagi UMK untuk meraih sertifikat halal dengan mudah dan
terjangkau. (2) Dukungan pemerintah melalui sosialisasi dan standar yang jelas
mendorong pertumbuhan industri halal di Samarinda. (3) Jalur self-declare tidak
hanya memberikan kepastian kepada konsumen Muslim terkait kehalalan produk,
tetapi juga meningkatkan daya saing UMK di pasar. Adopsi jalur self-declare
diharapkan mampu menjaga kualitas dan kepercayaan konsumen terhadap produk
halal yang dihasilkan oleh UMK di Kota Samarinda.
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Daily muamalah activities cover a variety of products, and for Muslims,
ensuring the halalness of products is an obligation. Indonesia, with the largest
Muslim population in the world, has great potential in the halal market, but
regulatory challenges and low awareness of business actors are obstacles. Law
Number 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance and the establishment of
BPJPH are important steps to provide halal assurance in Indonesia. The self-declare
halal certification mechanism offers an affordable solution for SME Samarinda,
facilitating access to certification without the burden of costs, thereby increasing
product competitiveness.

Regular halal certification and self-declare have differences, namely,
regular halal certification requires longer stages, audits by LPH, and fatwa hearings
by the MUI Fatwa Commission, which cost more money and time. In contrast, self-
declare halal certification is designed for SME with a shorter process and no cost.
In self-declare, business actors are assisted by Companions to submit halal
statements, and the Halal Product Fatwa Committee determines halalness, so the
process is faster and more affordable.

This research uses a deductive normative and inductive empirical approach
to analyze the implementation of halal certificate self-declaration in Samarinda. The
deductive normative approach focuses on studying the regulations and policies
governing halal certification procedure self-declaration, by exploring related
official documents, literature and government regulations. This analysis helps
understand the legal and policy basis that is the basis for implementing the self-
declaration program in Samarinda. Meanwhile, the inductive empirical approach
involves collecting field data through interviews, observations, and discussions
with Small and Medium Enterprises (SME) the government, and halal certification
institutions. This field data provides a more real picture of the challenges and
experiences faced by SME in implementing self-declaration. With this approach,
the research aims to produce a more comprehensive understanding of the
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effectiveness and impact of implementing the self-declaration program in
Samarinda.

The findings of this research; (1) The implementation of self-declaration in
Samarinda is an innovative solution for SME to obtain halal certificates easily and
affordably. (2) Government support through outreach and clear standards
encourages the growth of the halal industry in Samarinda. (3) Self-declaration not
only provides certainty to Muslim consumers regarding product halalness, but also
increases the competitiveness of SME in the market. The adoption of the self-
declare concept is expected to be able to maintain the quality and trust of consumers
in halal products produced by SME in Samarinda City.
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